BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
Nomor : 6.2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2015

Menimbang : a

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

~9
;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

l
H

. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

~ Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada Peraturan Bupati

Tapanuli Tengah Nomor 24 Ta.hun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa :

. bahwa berddsarkan pert:lmbangan sebagaimana d1maksud dalam huruf

a di atas, perlu dxtetapkan Paraturan Bupati tentang Perubdhan atas

Peraturan Bupau Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuanpan Desa

. Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten—kabupaten dalem Lingkungan Daerah Propms1
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092) ; L '

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 téntang Penj'elenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
(Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentung Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,: Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4421) ; : Lo !

7. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; ‘

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
“Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ; L

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Izmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones:a Nomor 5495;

10. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

11.Peraturan Pemerititah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578L

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
' Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran 'Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
- Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Repu‘phk Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah beberapa kali teraktnr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014: tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864) H

16.Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; '

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 20 14 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 32 );

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2293);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

CH
MEMUTUSKAN : ;

ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 24 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24

Tabun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagai

berikut : .

1. Ketentuan Pasal 40 d1ubah‘ pada ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8),
sehmgga Pasal 40 berbuny1 sebagai berikut :

1 Pasal 40

(3) Penyaluran Dana Desa dﬂakukan secara bertahap:

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per
seratus), s !

b. tahap I, pada- bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
perseratus); dan |
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(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa
menyanipaikan kepada Bupati :
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
b. Laporan realisasi  penggunaan Dana Desa  tahun

anggaran sebelumnya.

(7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Desa
Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

(8) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf ¢ dihapus, dan ayat (2) diubah
sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

-(2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer
Dana Desa Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangén

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapanuh Tengah




